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PERATURAN MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 

REPUBLIK INDONESIA 

 

                               NOMOR   10  TAHUN 2014 
 

TENTANG 
  

PERUBAHAN ATAS  

PERATURAN MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA  

NOMOR 21 TAHUN 2013 

TENTANG PENYELENGGARAAN JASA PENYEDIAAN KONTEN PADA 

JARINGAN BERGERAK SELULER DAN JARINGAN TETAP LOKAL 

TANPA KABEL DENGAN MOBILITAS TERBATAS 
 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 

REPUBLIK INDONESIA, 
 

Menimbang : 

 

a. bahwa dalam Peraturan Menteri Komunikasi dan 

Informatika Nomor 21 Tahun 2013 tentang 

Penyelenggaraan Jasa Penyediaan Konten pada 

Jaringan Bergerak Seluler dan Jaringan Tetap 

Lokal Tanpa Kabel dengan Mobilitas Terbatas 

diatur kewajiban Penyelenggara Jasa Penyediaan 

Konten yang mengacu pada Peraturan Menteri 

Komunikasi dan Informatika Nomor 

01/PER/M.KOMINFO/01/2009 tentang 

Penyelenggaraan Jasa Pesan Premium dan 

Pengiriman Jasa Pesan Singkat (Short Messaging 

Service/SMS) ke Banyak Tujuan (Broadcast) tetap 

dapat melakukan kegiatannya dengan ketentuan 

dalam waktu paling lama 6 (enam) bulan wajib 

menyesuaikan dengan Peraturan Menteri 

Komunikasi dan Informatika Nomor 21 Tahun 

2013; 

b. bahwa untuk memberikan kesempatan kepada 

Penyelenggara Jasa Penyediaan Konten yang telah 

mengajukan permohonan izin sampai dengan 6 

Februari 2014, jangka waktu sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a perlu diperpanjang; 

SALINAN 
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c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu 

menetapkan Peraturan Menteri Komunikasi dan 

Informatika tentang Perubahan Atas Peraturan 

Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 21 

Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Jasa 

Penyediaan Konten pada Jaringan Bergerak Seluler 

dan Jaringan Tetap Lokal Tanpa Kabel dengan 

Mobilitas Terbatas; 

 

Mengingat : 

 

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang 

Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 22, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 

3821); 
 

2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang 

Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881); 
 

  3. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang 

Hak Cipta (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2002 Nomor 85, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4220); 
  

  4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang 

Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4843); 
 

  5. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang 

Pornografi (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2008 Nomor 181, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4928); 
 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 

tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 

Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 3980); 
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  7. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2009 

tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan 

Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada 

Departemen Komunikasi dan Informatika 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 

Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4974) sebagaimana telah diubah 

dengan Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 

2010 tentang Perubahan Atas Peraturan 

Pemerintah Nomor 7 Tahun 2009 tentang Jenis dan 

Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak 

yang Berlaku pada Departemen Komunikasi dan 

Informatika (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2010 Nomor 135, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5171); 

  8. Peraturan Presiden Nomor 47 tahun 2009 tentang 

Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara 

sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir 

dengan Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2013 

tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan 

Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang 

Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara; 
 

9. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang 

Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara 

serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi 

Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah 

beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan 

Presiden Nomor 56 Tahun 2013 tentang Perubahan 

Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 

2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi 

Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, 

Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara; 
 

10. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor  KM 21 

Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Jasa 

Telekomunikasi sebagaimana telah beberapa kali 

diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri 

Komunikasi dan Informatika Nomor 

31/PER/M.KOMINFO/09/2008 tentang Perubahan 

Ketiga Atas Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 

KM. 21 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Jasa 

Telekomunikasi; 

11. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika 

Nomor 10/PER/M.KOMINFO/3/2007 tentang 

Penggunaan Fitur Berbayar Jasa Telekomunikasi; 
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12. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika 

Nomor 36/PER/M.KOMINFO/10/2008 tentang 

Penetapan Badan Regulasi Telekomunikasi 

Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah, 

terakhir dengan Peraturan Menteri Komunikasi dan 

Informatika Nomor 01/PER/M.KOMINFO/02/2011 

tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri 

Komunikasi dan Informatika Nomor 

36/PER/M.KOMINFO/10/2008 tentang Penetapan 

Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia; 

13. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika 

Nomor 01/PER/M.KOMINFO/10/2010 tentang 

Penyelenggaraan Jaringan Telekomunikasi; 

14. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika 

Nomor 17/PER/M.KOMINFO/10/2010 tentang 

Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Komunikasi 

dan Informatika; 

15. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika  

Nomor 21 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan 

Jasa Penyediaan Konten pada Jaringan Bergerak 

Seluler dan Jaringan Tetap Lokal Tanpa Kabel 

dengan Mobilitas Terbatas; 
 

 
 

MEMUTUSKAN: 
 

Menetapkan : 
 

PERATURAN MENTERI KOMUNIKASI DAN 

INFORMATIKA TENTANG PERUBAHAN ATAS 

PERATURAN MENTERI KOMUNIKASI DAN 

INFORMATIKA  NOMOR 21 TAHUN 2013 TENTANG 

PENYELENGGARAAN JASA PENYEDIAAN KONTEN 

PADA JARINGAN BERGERAK SELULER DAN 

JARINGAN TETAP LOKAL TANPA KABEL DENGAN 

MOBILITAS TERBATAS. 
 

 
 

Pasal I 

Ketentuan Pasal 42 Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika 

Nomor 21 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Jasa Penyediaan 

Konten pada Jaringan Bergerak Seluler dan Jaringan Tetap Lokal Tanpa 

Kabel dengan Mobilitas Terbatas diubah, sehingga berbunyi sebagai 

berikut: 
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Pasal 42 

  

Dengan berlakunya Peraturan Menteri ini, Penyelenggara Jasa 

Penyediaan Konten yang mengacu pada Peraturan Menteri 

Komunikasi dan Informatika Nomor 01/PER/M.KOMINFO/ 

01/2009 tentang Penyelenggaraan Jasa Pesan Premium dan 

Pengiriman Jasa Pesan Singkat (Short Messaging Service/SMS) ke 

Banyak Tujuan (Broadcast) tetap dapat melakukan kegiatannya 

sampai dengan tanggal 6 Agustus 2014 dengan ketentuan harus 

telah menyampaikan permohonan izin paling lambat tanggal 6 

Februari 2014. 

 
 

Pasal II 

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal 6 Februari 2014.  
 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 

Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara 

Republik Indonesia. 
 

Ditetapkan di Jakarta 
pada tanggal 5 Februari 2014    

 

MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 
REPUBLIK INDONESIA, 

 
  ttd 

 
 

TIFATUL SEMBIRING 
 

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 6 Februari 2014                                      

 

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA 
       REPUBLIK INDONESIA, 
 

                  ttd      
  
 
      AMIR SYAMSUDIN 

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2014 NOMOR 176 

Kabag 
Hukum & 
Kerjasama 

Dir. 
Telekomuni-

kasi 

Sesditjen 
PPI 

Ka. Biro 
Hukum 

Dirjen PPI 
Sekretaris 
Jenderal 

      
 

 

Salinan sesuai dengan aslinya 
Kementerian Komunikasi dan Informatika 

Kepala Biro Hukum, 
 
 
 
 

D. Susilo Hartono 
 


